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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.29/Menhut-II/2010 
TENTANG 

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN  
BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Pasal 76 huruf a, b, dan c, Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 
2008 menyebutkan kepada pemegang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) 
wajib membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan Kayu (RKUPHHBK) jangka panjang untuk 
seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah 
izin diberikan, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
berdasarkan RKUPHHBK untuk diajukan kepada 
Gubernur atau Bupati/Walikota guna mendapatkan 
persetujuan; 

 b. bahwa RKUPHHBK sebagaimana dimaksud huruf a 
merupakan acuan penyusunan RKTUPHHBK sebagai 
dasar pelaksanaan kegiatan IUPHHBK, oleh karenanya 
perlu mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas 
dalam penyusunan, penilaian, persetujuan RKUPHHBK; 
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 c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu 
menetapkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan. 

Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419); 

  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140);  
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4814); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-
2014; 

 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara Republik Indonesia; 

 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi 
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, 
Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-
II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008; 

 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-
II/2008 tentang Izin  Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Sagu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Dalam 
Hutan Tanaman (IUPHHBK-HTI) pada Hutan Produksi; 
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 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/ 
2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang 
Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari.   

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL 
HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN 
INDUSTRI SAGU 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman 
Industri Sagu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HTI Sagu adalah izin 
usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan sagu dalam hutan 
tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan pembibitan, penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil. 

2. Sistem budidaya hasil hutan sagu adalah sistem teknik bercocok tanaman 
hasil hutan sagu mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, 
memelihara tanaman dan memanen sehingga menjadi satu siklus tertutup 
sebagai jaminan kelestarian hasil. 

3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu yang selanjutnya 
disingkat RKUPHHBK-HTI Sagu adalah rencana kerja jangka panjang 
selama 10 (sepuluh) tahun untuk seluruh areal kerja IUPHHBK-HTI Sagu, 
antara lain memuat aspek kelestarian hutan, yang meliputi kelestarian 
produksi, kelestarian lingkungan dan terselenggaranya fungsi sosial dan 
budaya yang adil, merata dan transparan. 

4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu yang 
selanjutnya disebut RKTUPHH-HTI Sagu adalah rencana kerja dengan 
jangka 12 (dua belas) bulan yang disusun berdasarkan RKUPHHBK-HTI 
Sagu 

5. Bagan Kerja (BK) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu yang selanjutnya 
disebut BKUPHHBK-HTI Sagu adalah rencana kerja yang berlaku paling 
lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHBK-HTI 
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Sagu yang baru diterbitkan izinnya dan belum memiliki RKUPHHBK-HTI 
Sagu Pertama. 

6. Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian 
areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya 
untuk keperluan tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, 
sarana dan prasarana serta kawasan lindung. 

7. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan taksasi 
volume hasil hutan sagu yang akan diproduksi. 

8. Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana jalan dan 
bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan 
IUPHHBK-HTI Sagu. 

9. Penyiapan Lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan 
pengolahan lahan untuk keperluan penanaman. 

10. Pembersihan Lahan adalah pekerjaan pembersihan areal untuk membuka 
lahan dengan cara menebang/membersihkan semak belukar, alang-alang, 
pohon-pohon dan tunggak. 

11. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan sagu. 
12. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk 

mendukung kegiatan IUPHHBK-HTI Sagu. 
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang dilindungi dalam rangka 

perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam. 
14. Laporan Hasil Cruising (LHC) yang selanjutnya disebut LHC adalah 

dokumen hasil pengolahan data hasil hutan sagu dari pelaksanaan kegiatan 
inventarisasi tegakan pada petak kerja yang memuat jumlah batang yang 
siap panen dan taksiran volume hasil hutan sagu. 

15. Rekapitulasi LHC adalah dokumen hasil pengolahan data hasil hutan sagu 
dari LHC setiap petak kerja  yang memuat  jumlah batang yang siap panen 
dan taksiran volume hasil hutan sagu. 

16. Gubernur adalah kepala daerah di wilayah provinsi. 
17. Bupati adalah kepala daerah di wilayah kabupaten. 
18. Walikota adalah kepala daerah di wilayah kotamadya. 
19. Dinas Provinsi adalah  Dinas yang  diserahi tugas dan tanggung jawab di 

bidang kehutanan di Provinsi. 
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